





Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar 
manfaat pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui upaya 
pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui otonomi daerah. 
Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan 
desentralisasi, dimana kepala daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Melalui 
desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen 
pembangunan menjadi lebih akurat dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan 
atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau 
transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. 
Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah 
tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan  yang terwujud 
dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Bentuk dari hubungan keuangan 
pusat dan daerah adalah Transfer Ke Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 menjelaskan bahwa Transfer Ke Daerah merupakan bagian 
dari belanja Negara dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Transfer 
Ke Daerah merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan 
 
 
sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan 
pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik 
antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Salah 
satu bentuk dari Dana Transfer Ke Daerah itu adalah Dana Desa. Dalam rangka 
percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, 
pemerintah mengalokasikan Dana Desa. 
Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran Dana Desa seluruh Indonesia yang 
sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Perubahan tersebut bertujuan untuk 
memastikan pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan target ouput yang direncanakan, 
peningkatan efisiensi dalam proses penyaluran serta meningkatkan good governance 
melalui verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian output oleh KPPN setempat. 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyalurannya. 
Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa melibatkan peran dan fungsi Pemerintah 
sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran 
Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, 
baik oleh Pemerintah maupun oleh kabupaten/kota. Dengan adanya tugas tersebut, 
 
 
KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran Dana 
Desa terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas 
penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaaan 
dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah. 
Penyaluran Dana Desa melalui KPPN Padang dilaksanakan dalam rangka untuk 
mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. 
Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan 
capaian output tata penyaluran Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan 
melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian 
Keuangan. Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam 
penyaluran dana desa ada beberapa hambatan yang terjadi diantaranya: 1) penyaluran 
dana desa dari RKUD ke RKD selalu terlambat atau melebihi 7 hari kerja sejak 
disalurkan ke RKUD. 2) APBDes/ APB Nagari terlambat disahkan. Sementara itu 
penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan 
evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kegiatan magang pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dan tertarik mengangkat judul 




Perumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada 
penulis dalam membatasi masalah yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran 
yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2019 pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang ? 
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2019 pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang? 
1.3.Tujuan Penulisan 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan kegiatan penulisan adalah untuk: 
1. Mengetahui mekanisme penyaluran Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Padang yang disalurkan kepada tiga daerah kabupaten yaitu, Kab.Padang 
Pariaman, Kab.Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman. 
2. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam penyaluran Dana Desa dari aspek 
efektifitas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang serta upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 
1.4.Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat penulisan ini antara lain : 
a. Bagi Penulis 
1. Menambah pengetahuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa. 
2. Membentuk karakter yang berkualitas dan siap dalam menghadapi dunia kerja. 
 
 
3. Mempraktikan hal yang dipelajari selama perkuliahan kedalam dunia kerja. 
b. Bagi Akademik 
1. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Andalas dengan Instansi 
Pemerintah maupun swasta terutama KPPN Padang. 
2. Membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja. 
1.5.Tempat dan Waktu Magang 
Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Padang yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati, Kec. Padang Tim., Kota Padang, 
Sumatera Barat (25192). Pelakasanaan  magang direncanakan berlangsung selama dua bulan 
atau  40 hari.  
1.6.Sistematika Laporan 
Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika 
sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah : 
Bab I :Pendahuluan 
Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat 




Bab II : Landasan Teori 
Berisikan tentang teori- teori yang berkaitan dengan topik yaitu pengertian dari : 
Mekanisme, dan Dana Desa. 
Bab III : Gambaran Umum KPPN Padang 
 
 
Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan KPPN Padang. Uraian 
dimulai dari awal berdirinya KPPN,  
Bab IV : Pembahasan 
Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama magang terkait 
tentang “Mekanisme Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Padang. 
Bab V : Penutup 
Membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul 
berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di KPPN Padang.  
 
